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Abstract

Although the male primogeniture system in the Lampung Pepadun community has
become an important part of customary identity, normative issues arise when the eldest
son is positioned as the successor to customary status and manager of all inherited
property without distinguishing between the status of ancestral property and acquired
property. This study aims to analyze the position of ancestral property and acquired
property in the male primogeniture system of the Lampung Pepadun community and
their legal status under the Compilation of Islamic Law. This study used a normative
legal method with statutory, conceptual, and limited comparative approaches. Legal
materials were collected through library research and analyzed qualitatively. The results
show that communal ancestral property can continue to be maintained under customary
management by the eldest son as penyimbang, as long as it is not interpreted as absolute
private ownership. Conversely, the legal status of acquired property needs to be
examined as either personal property or joint marital property. If the acquired property
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is classified as joint marital property, the surviving spouse’s share must first be separated
before the deceased’s share is distributed to the heirs. The conclusion of this study
affirms that the male primogeniture system can still be maintained as the customary
identity of the Lampung Pepadun community, but its application must be limited so
that it does not eliminate the rights of spouses and heirs under the Compilation of
Islamic Law. These findings contribute to the development of studies on customary
inheritance law and Islamic law and imply the importance of harmonizing customary
inheritance practices with the principles of justice in Islamic family law.

Keywords: Ancestral Property; Acquired Property; Male Primogeniture; Lampung
Pepadun; Compilation of Islamic Law

Abstrak: Meskipun sistem mayorat laki-laki dalam masyarakat Lampung Pepadun telah menjadi
bagian penting dari identitas adat, persoalan normatif muncul ketika anak laki-laki tertua ditempatkan
sebagai penerus kedudukan adat dan pengelola seluruh harta peninggalan tanpa membedakan status
harta pusaka dan harta pencaharian. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan harta pusaka
dan harta pencaharian dalam sistem mayorat laki-laki masyarakat Lampung Pepadun serta status
hukumnya berdasarkan Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode hukum
normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan terbatas. Bahan
hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa harta pusaka yang bersifat komunal dapat tetap dipertahankan dalam
pengelolaan adat oleh anak laki-laki tertua sebagai penmyimbang, sepanjang tidak dimaknai sebagai
kepemilikan pribadi mutlak. Sebaliknya, harta pencaharian perlu diperiksa status hukumnya sebagai
harta pribadi atau harta bersama. Apabila harta pencaharian termasuk harta bersama, bagian pasangan
yang masih hidup harus dipisahkan terlebih dahulu sebelum bagian pewaris dibagikan kepada ahli
waris. Simpulan penelitian ini menegaskan bahwa sistem mayorat laki-laki tetap dapat dipertahankan
sebagai identitas adat masyarakat Lampung Pepadun, tetapi penerapannya harus dibatasi agar tidak
menghilangkan hak pasangan dan ahli waris menurut Kompilasi Hukum Islam. Temuan ini
berkontribusi terhadap pengembangan kajian hukum waris adat dan hukum Islam serta berimplikasi
pada pentingnya harmonisasi praktik pewarisan adat dengan prinsip keadilan hukum keluarga Islam.

Kata Kunci: Harta Pusaka; Harta Pencaharian; Mayorat Laki-Laki; Lampung Pepadun; Kompilasi
Hukum Islam

PENDAHULUAN

Pluralisme hukum kewarisan merupakan salah satu karakter penting sistem hukum
Indonesia(Alhaq et al., 2025). Pembagian harta peninggalan dalam masyarakat dapat
dilakukan berdasarkan hukum kewarisan Islam, hukum waris adat, atau hukum perdata Barat.
Setiap sistem memiliki konsep yang berbeda mengenai ahli waris, objek warisan, bentuk
kepemilikan, dan mekanisme pembagian(Laili & Sururi, 2023). Dalam konteks hukum adat,
perbedaan tersebut berkaitan erat dengan sistem kekerabatan dan struktur sosial masyarakat
adat setempat(Buulolo et al., 2024). Hukum waris adat menekankan susunan kekerabatan,

kelanjutan garis keluarga, fungsi sosial harta, dan musyawarah keluarga. Hukum perdata Barat
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menekankan hubungan keluarga dan konstruksi hukum kebendaan dalam sistem hukum
perdata. Perbedaan ini membuat persoalan waris di Indonesia tidak cukup dibaca melalui satu

norma saja.

Hukum waris adat tidak hanya mengatur pemindahan hak atas harta setelah
seseorang meninggal dunia. Hukum waris adat juga mencakup penerusan kedudukan,
kewajiban sosial, dan tanggung jawab keluarga dari satu generasi kepada generasi
berikutnya(Marpi, 2022). Hadikusuma menjelaskan bahwa hukum waris adat mengatur
proses penerusan dan pengalihan harta, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, dari
pewaris kepada ahli waris menurut sistem kekerabatan masyarakat adat. Karena itu, objek
warisan dalam hukum adat tidak selalu berbentuk harta individual yang bebas dibagi kepada

semua ahli watis.

Hukum waris adat memiliki karakter yang berbeda dari hukum kewarisan yang
bertumpu pada kepemilikan individual. Surjani dalam “Hukum Waris Adat”, bahwa hukum
waris adat merupakan sistem norma yang mengatur pewarisan harta dan hak keluarga dalam
masyarakat yang menjunjung adat istiadat. Dalam kerangka tersebut, hukum waris adat tidak
hanya berfungsi sebagai aturan pembagian harta, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga
solidaritas sosial, kesinambungan keluarga, dan identitas budaya masyarakat adat(Surjanti,

2025, pp. 15-16).

Salah satu masyarakat yang masih mempertahankan sistem kewarisan adat adalah
masyarakat Lampung Pepadun. Masyarakat Lampung Pepadun pada umumnya menganut
sistem kekerabatan patrilineal, yaitu garis keturunan ditarik melalui pihak ayah (Humaira et
al., 2021). Sistem ini menempatkan anak laki-laki sebagai penerus keturunan, nama keluarga,
kedudukan adat, dan tanggung jawab keluarga. Dalam struktur adat Lampung, kedudukan
utama sering dikaitkan dengan anak laki-laki tertua yang berfungsi sebagai penyimbang atau

penerus kepemimpinan keluarga.

Masyarakat Lampung Pepadun dalam penelitian ini dipahami sebagai komunitas adat
yang secara umum menganut sistem kekerabatan patrilineal dan mengenal kedudukan anak
laki-laki tertua sebagai penyimbang. Namun, praktik kewarisan dalam masyarakat Lampung
Pepadun tidak selalu sama pada setiap wilayah, marga, atau keluarga adat. Penelitian ini tidak
bermaksud menyamaratakan seluruh praktik kewarisan Lampung Pepadun, tetapi membahas
pola umum mengenai status harta pusaka dan harta pencaharian dalam sistem mayorat laki-

laki berdasarkan literatur hukum adat dan Kompilasi Hukum Islam.
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Sistem kewarisan tersebut dikenal sebagai sistem mayorat laki-laki. Dalam sistem ini,
anak laki-laki tertua memiliki kedudukan utama sebagai penyimbang dan penerus tanggung
jawab keluarga. Namun, kedudukan tersebut tidak dapat langsung dimaknai sebagai
kepemilikan mutlak atas seluruh harta peninggalan. Penguasaan anak laki-laki tertua perlu
dibedakan antara pengelolaan harta pusaka yang bersifat adat dan pembagian harta warisan

individual menurut Kompilasi Hukum Islam (Ariyani et al., 2021).

Dalam praktik kewarisan Lampung Pepadun, jenis harta memiliki kedudukan
penting. Secara umum, dikenal pembedaan antara harta pusaka dan harta pencaharian. Harta
pusaka merupakan kekayaan yang diperoleh secara turun-temurun dan memiliki fungsi sosial
atau simbolis bagi keluarga, seperti tanah keluarga, rumah, kebun, benda adat, gelar, dan
kedudukan adat. Harta ini cenderung dipertahankan sebagai satu kesatuan dan dikelola oleh
anak laki-laki tertua (Marpi, 2022). Adapun harta pencaharian merupakan kekayaan yang
diperoleh melalui pekerjaan, usaha, pembelian, atau kegiatan ekonomi selama kehidupan

pemiliknya (Adelaria et al., 2021).

Pembedaan antara harta pusaka dan harta pencaharian menjadi penting ketika sistem
mayorat laki-laki diterapkan dalam masyarakat Muslim yang juga mengenal ketentuan
kewarisan Islam. Kompilasi Hukum Islam tidak menempatkan anak laki-laki tertua sebagai
satu-satunya penerima harta warisan. Hubungan darah dan perkawinan menjadi dasar
kewarisan sehingga istri, anak laki-laki, anak perempuan, dan ahli waris lain memiliki hak
sesuai ketentuan hukum Islam (Saniah & Natarsyah, 2021). Pasal 171 Kompilasi Hukum
Islam membedakan harta peninggalan dan harta warisan. Harta peninggalan adalah harta
yang ditinggalkan pewaris, sedangkan harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian
dari harta bersama setelah dikurangi biaya perawatan pewaris, pengurusan jenazah, utang,

dan pemberian yang sah menurut hukum (Kompilasi Hukum Islam, 1991).

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa tidak seluruh harta yang dikuasai seseorang
pada saat meninggal dunia dapat langsung dibagikan sebagai warisan. Status kepemilikan
setiap harta harus ditentukan terlebih dahulu. Harta yang bersifat komunal, harta milik pihak
lain, dan bagian pasangan dalam harta bersama tidak dapat secara otomatis dimasukkan
sebagai harta warisan. Sebaliknya, harta yang benar-benar menjadi milik pribadi pewaris baru

dapat diperhitungkan sebagai objek kewarisan setelah kewajiban pewaris diselesaikan.

Dalam konteks ini, harta pencaharian dalam hukum adat dapat beririsan dengan

konsep harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam. Harta yang diperoleh selama
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perkawinan pada prinsipnya dapat berkedudukan sebagai harta bersama (Zaelani et al., 2023).
Ketika salah satu pasangan meninggal dunia, bagian pasangan yang masih hidup harus
dipisahkan terlebih dahulu. Setelah itu, bagian yang menjadi milik pewaris diperhitungkan
sebagai harta warisan. Pasangan yang masih hidup dapat memiliki dua kedudukan, yaitu
sebagai pemilik bagian dari harta bersama dan sebagai ahli waris atas bagian harta milik

pewaris.

Persoalan normatif muncul apabila seluruh harta pencaharian ditempatkan di bawah
penguasaan anak laki-laki tertua atas dasar sistem mayorat tanpa pemisahan hak pasangan
dan ahli waris lainnya. Praktik tersebut dapat menggeser kedudukan penyimbang dari
pengelola keluarga menjadi pemilik mutlak. Akibatnya, hak istri, anak perempuan, dan anak
laki-laki lainnya berpotensi tidak terpenuhi (Zatadini et al., 2024). Oleh karena itu, analisis
terhadap kewarisan Lampung Pepadun tidak cukup hanya diarahkan pada perbedaan bagian

laki-laki dan perempuan. Analisis harus dimulai dari penentuan status hukum objek hartanya.

Kompilasi Hukum Islam memberi dasar normatif untuk membedakan harta
peninggalan dan harta warisan. Pemberian ini penting karena tidak seluruh harta yang
ditinggalkan pewaris dapat langsung dibagikan kepada ahli waris. Rumusan ini menunjukkan
bahwa harta peninggalan lebih luas daripada harta warisan. Harta yang tampak ditinggalkan
pewaris belum tentu menjadi objek pembagian waris. Status kepemilikan setiap harta harus

diperiksa sebelum pembagian dilakukan.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas kewarisan masyarakat Lampung.
Humaira mengkaji kewarisan adat suku Lampung Pepadun dalam tinjauan fikih Islam
(Humaira et al.,, 2021). Adelaria et al. membahas implementasi pembagian harta waris
menurut adat Lampung Pepadun di Desa Mataram Udik, Kabupaten Lampung Tengah
(Adelaria et al., 2021). Marpi meneliti eksistensi pembagian harta waris adat Lampung
Pepadun dalam sistem patrilineal di Lampung Timur (Marpi, 2022). Zuhraini et al. mengkaji
ketidakadilan sistem mayorat terhadap perempuan dalam masyarakat adat Lampung Saibatin

(Zuhraini et al., 2024).

Penelitian-penelitian terdahulu umumnya berfokus pada sistem mayorat, kedudukan
anak laki-laki tertua, posisi perempuan, pelaksanaan adat, dan kesesuaiannya dengan hukum
Islam. Namun, pembedaan status harta pusaka dan harta pencaharian serta implikasinya
terthadap penentuan objek warisan menurut Kompilasi Hukum Islam belum banyak

ditempatkan sebagai fokus utama. Karena itu, penelitian ini menempatkan status objek harta
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sebagai dasar analisis. Pluralisme hukum digunakan sebagai konteks awal untuk memahami
pertemuan antara hukum waris adat Lampung Pepadun dan Kompilasi Hukum Islam,
sedangkan pembedaan kepemilikan komunal dan individual digunakan untuk menilai apakah

suatu harta dapat dibagikan kepada ahli waris atau hanya dikelola berdasarkan fungsi adat.

Berdasarkan celah tersebut, penelitian ini memusatkan perhatian pada status harta
pusaka dan harta pencaharian dalam sistem mayorat laki-laki masyarakat Lampung Pepadun.
Kebaruan penelitian terletak pada fokus analisis terhadap objek harta, bukan hanya
kedudukan ahli waris. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan harta pusaka dan
harta pencaharian dalam sistem mayorat laki-laki masyarakat Lampung Pepadun serta
menentukan status kedua jenis harta tersebut berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum

Islam.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan sifat deskriptif-analitis.
Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis status hukum harta pusaka dan
harta pencaharian dalam sistem mayorat laki-laki masyarakat Lampung Pepadun berdasarkan
Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini tidak menggunakan responden atau teknik sampling

lapangan, tetapi bertumpu pada penelusuran dan analisis bahan hukum.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan
konseptual, dan pendekatan perbandingan terbatas. Pendekatan perundang-undangan
digunakan untuk menelaah ketentuan Kompilasi Hukum Islam, terutama mengenai harta
peninggalan, harta warisan, dan harta bersama. Pendekatan konseptual digunakan untuk
menjelaskan konsep harta pusaka, harta pencaharian, sistem mayorat laki-laki, penyimbang,
dan objek warisan. Pendekatan perbandingan terbatas digunakan untuk membandingkan
kedudukan harta menurut hukum waris adat Lampung Pepadun dengan ketentuan kewarisan

dalam Kompilasi Hukum Islam.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan
hukum primer meliputi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan
Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan KHI yang berkaitan dengan kewarisan serta harta
bersama. Bahan hukum sekunder meliputi buku dan artikel jurnal yang relevan dengan
hukum waris adat, kewarisan Islam, masyarakat Lampung Pepadun, sistem mayorat laki-laki,

harta pusaka, harta pencaharian, dan harta bersama. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi
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kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode yuridis-normatif.
Kesimpulan ditarik secara deduktif dari ketentuan umum dalam Kompilasi Hukum Islam
menuju persoalan khusus mengenai status harta pusaka dan harta pencaharian dalam sistem

mayorat laki-laki masyarakat Lampung Pepadun.

HASIL

Hasil penelitian ini disajikan sebagai temuan normatif berdasarkan penelusuran
bahan hukum primer dan sekunder. Temuan utama diarahkan pada pemetaan status harta
pusaka dan harta pencaharian dalam sistem mayorat laki-laki masyarakat Lampung Pepadun
serta penilaiannya berdasarkan Kompilasi Hukum Islam. Karena penelitian ini bersifat
normatif, hasil penelitian tidak disajikan dalam bentuk data statistik, tetapi dalam bentuk
klasifikasi konsep hukum, status kepemilikan, dan akibat hukum terhadap penentuan objek

warisan.

Sistem Mayorat Laki-Laki dan Kedudukan Harta dalam Masyarakat Lampung
Pepadun

Masyarakat Lampung Pepadun mengenal sistem kekerabatan patrilineal. Garis
keturunan, kedudukan adat, dan tanggung jawab keluarga diteruskan melalui pihak laki-laki.
Anak laki-laki tertua menempati posisi utama sebagai penyimbang. Posisi ini memberi
kewenangan untuk melanjutkan kedudukan ayah, menjaga keluarga, dan mengelola harta
tertentu yang berkaitan dengan kepentingan adat (Humaira et al., 2021) . Sistem mayorat
laki-laki tidak dapat dipahami hanya sebagai pembagian harta kepada anak laki-laki tertua.
Kedudukan anak laki-laki tertua juga memuat tanggung jawab sosial. Ia wajib menjaga
anggota keluarga, memelihara harta pusaka, dan meneruskan kewajiban adat(Thamrin &
Hasan, 2025). Karena itu, penguasaan harta dalam sistem mayorat lebih dekat dengan fungsi

pengelolaan daripada kepemilikan mutlak.

Kedudukan harta dalam masyarakat Lampung Pepadun perlu dibedakan sejak awal.
Harta pusaka memiliki fungsi adat, sosial, dan simbolis. Harta ini biasanya berasal dari garis
keluarga terdahulu dan dipertahankan sebagai identitas keluarga. Bentuknya dapat berupa
tanah keluarga, rumah, kebun, benda adat, gelar, atau kedudukan adat (Adelaria et al., 2021).
Harta pencaharian berbeda dari harta pusaka. Harta pencaharian berasal dari pekerjaan,

usaha, pembelian, atau kegiatan ekonomi seseorang selama hidupnya.
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Pembedaan ini menjadi kunci analisis. Jika harta yang dikuasai anak laki-laki tertua
merupakan harta pusaka komunal, maka kedudukannya lebih tepat sebagai pengelola adat.
Jika harta tersebut merupakan harta pencaharian pewaris, maka statusnya harus diperiksa
menurut hukum kewarisan Islam. Harta pencaharian tidak dapat otomatis dikuasai anak laki-
laki tertua karena dapat memuat hak pasangan dan hak ahli waris lain, termasuk perempuan
yang juga memiliki posisi hukum dalam pembagian waris menurut Kompilasi Hukum

Islam(Zatadini et al., 2024).

Harta Peninggalan dan Harta Warisan dalam Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam membedakan harta peninggalan dan harta warisan. Pasal
171 huruf d KHI menyebut harta peninggalan sebagai harta yang ditinggalkan pewaris, baik
berupa benda milik pewaris maupun hak-haknya. Pasal 171 huruf ¢ KHI menyebut harta
warisan sebagai harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah dikurangi biaya
perawatan, pengurusan jenazah, utang, dan pemberian yang sah (Kompilasi Hukum Islam,

1991).

Perbedaan tersebut penting, artinya harta peninggalan belum tentu menjadi harta
warisan. Setiap harta harus diperiksa lebih dahulu status kepemilikannya. Harta yang bukan
milik pribadi pewaris tidak dapat langsung dibagi kepada ahli waris. Harta komunal, harta
milik pihak lain, dan bagian pasangan dalam harta bersama harus dikeluarkan dari objek

warisan.

KHI juga memberi tempat penting pada harta bersama. Pasal 85 KHI mengakui
adanya harta bersama dalam perkawinan tanpa menutup kemungkinan adanya harta milik
masing-masing suami atau istri. Pasal 96 KHI menentukan bahwa dalam cerai mati, separuh
harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. Ketentuan ini relevan untuk

menilai harta pencaharian dalam masyarakat adat.

Jika harta pencaharian diperoleh selama perkawinan, maka harta tersebut dapat
berkedudukan sebagai harta bersama. Dalam keadaan cerai mati, bagian pasangan yang hidup
lebih lama harus dipisahkan tetlebih dahulu. Bagian tersebut bukan harta warisan, melainkan
hak pasangan atas harta bersama. Setelah pemisahan dilakukan, bagian yang menjadi milik
pewaris baru dapat dihitung sebagai harta warisan dan dibagikan kepada ahli waris menurut
KHI. Dengan cara ini, pasangan yang masih hidup memiliki dua kedudukan hukum, yaitu

sebagai pemilik bagian dari harta bersama dan sebagai ahli waris atas bagian harta pewatis.
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Penentuan harta warisan dalam KHI harus dilakukan melalui pemilahan objek harta.
Pemilahan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menentukan sah atau tidaknya
suatu harta dibagikan kepada ahli waris. Harta yang masih bercampur dengan hak pasangan,
hak pihak ketiga, atau kewajiban pewaris belum dapat disebut sebagai harta warisan. Karena
itu, harta warisan dalam KHI harus dipahami sebagai harta bersih milik pewaris setelah status
kepemilikan dan kewajiban hukumnya diselesaikan. Pasal 171 KHI sendiri membedakan
harta peninggalan dan harta waris, sedangkan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 menegaskan KHI
sebagai pedoman dalam bidang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan (Kompilasi Hukum

Islam, 1991).

Dalam kajian hukum keluarga Islam kontemporer, pembedaan harta bersama dan
harta warisan tetap menjadi isu penting. Mushafi dan Faridy dalam penelitiannya juga
menempatkan harta gono-gini sebagai objek yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum
hak masing-masing pihak dapat ditentukan (Mushafi & Faridy, 2021). Pandangan ini
mendukung argumentasi bahwa bagian pasangan yang masih hidup tidak boleh langsung

bercampur dengan harta warisan pewaris.

Dalam konteks masyarakat Lampung Pepadun, pemilahan harta semakin penting
karena terdapat pertemuan antara hukum adat dan KHI. Penelitian Zaelani tentang
pembagian harta bersama pada kelompok etnis di Lampung menunjukkan bahwa praktik
kewarisan di Lampung dipengaruhi oleh sistem keluarga, adat, dan konstruksi sosial
masyarakat (Zaelani et al., 2023). Oleh karena itu, harta pencaharian yang diperoleh selama
perkawinan tidak dapat langsung ditempatkan sebagai bagian dari penguasaan anak laki-laki
tertua dalam sistem mayorat. Harta tersebut harus diperiksa terlebih dahulu sebagai harta

pribadi pewaris atau harta bersama suami-istri.

Tabel 1. Pemetaan Status Harta Pusaka dan Harta Pencaharian dalam Sistem Mayorat
Laki-laki dan Kompilasi Hukum Islam

Kedudukan
dalam Adat Status Menurut
Jenis Harta | Ciri Utama aam 29t Kompilasi Hukum | Akibat Hukum
Lampung
Islam
Pepadun
Harta pusaka | Berasal dari|Dikelola oleh Tidak otomatis Tetap dapat
komunal keluarga, memiliki|anak laki-laki menjadi harta dikelola  menurut
fungsi adat, sosial|tertua sebagai warisan pribadi adat, selama tidak
dan simbolis penyimbang pewaris dimaknai  sebagai
kepemilikan pribadi
mutlak
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Kedudukan
dalam Adat Status Menurut
Jenis Harta Ciri Utama L Kompilasi Hukum | Akibat Hukum
ampung Islam
Pepadun
Harta pusaka | Memiliki bukti atau |Dapat tetap Dapat menjadi harta|Dibagikan kepada
yang telah dasar kepemilikan |dihormati dalam |peninggalan dan|ahli waris menurut
menjadi milik | pribadi pewaris hubungan adat  |masuk sebagai harta | ketentuan
pribadi pewaris warisan setelah | Kompilasi Hukum
kewajiban  pewaris |Islam
diselesaikan

Harta Diperoleh melalui Tidak dapat Menjadi bagian dari |Dibagikan kepada
pencaharian usaha atau |otomatis di kuasi |harta warisan setelah |ahli waris yang sah
pribadi pekerjaan  pewaris joleh anak laki- | dikurangi kewajiban

dan tidak |laki tertua pewaris

bercampur dengan

harta bersama
Harta Diperoleh selama | Tidak dapat Bagian pasangan Harta bagian
pencaharian perkawinan dan langsung yang masih hidup  |pewaris yang dapat
sebagai harta  |berkaitan dengan  |ditempatkan harus dipisahkan dibagikan sebagai
bersama usaha suami istri  |dalam tetlebih dahulu warisan

penguasaan
penyimbang

Tabel 1 menunjukkan bahwa penentuan objek warisan dalam sistem mayorat laki-
laki tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan penguasaan anak laki-laki tertua. Status harta
perlu diperiksa melalui asal-usul, fungsi, dan bentuk kepemilikannya. Harta pusaka yang
bersifat komunal lebih tepat ditempatkan sebagai objek pengelolaan adat, sedangkan harta
pusaka pribadi dan harta pencaharian yang menjadi bagian pewaris perlu mengikuti ketentuan

kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam.

PEMBAHASAN
Status Harta Pusaka dalam Sistem Mayorat Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam

Harta pusaka tidak selalu dapat diperlakukan sebagai harta warisan individual. Dalam
adat Lampung Pepadun, harta pusaka melekat pada kesinambungan keluarga dan kedudukan
adat. Nilainya tidak hanya ekonomi. Harta pusaka juga menjaga identitas, martabat, dan
struktur sosial keluarga adat. Berdasarkan KHI, status harta pusaka harus dilihat dari
kepemilikannya. Jika harta pusaka bersifat komunal dan tidak menjadi milik pribadi pewaris,
maka harta tersebut tidak termasuk harta warisan. Anak laki-laki tertua hanya berwenang
mengelola harta itu sebagai penyimbang. Ia tidak dapat menjual, mengalihkan, atau

menguasainya untuk kepentingan pribadi.
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Dalam perspektif kewarisan Islam, pembedaan antara harta asal, harta bersama, dan
harta peninggalan menjadi penting sebelum pembagian warisan dilakukan. Ria dan Zulfikar
dalam Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat dan Kompilasi Hukum Islam (Wati
Rahmi Ria & Muhamad Zulfikar, 2018, pp. 155-159), menjelaskan bahwa harta asal
merupakan harta pribadi suami atau istri dalam perkawinan, sedangkan harta bersama
merupakan hasil usaha suami-istri selama perkawinan. Pembedaan ini diperlukan dalam
pewarisan karena tidak semua harta yang berada dalam penguasaan keluarga dapat langsung
disebut harta peninggalan. Harta peninggalan adalah harta pribadi seseorang yang meninggal
dunia setelah dikurangi utang-utangnya. Apabila pewaris terikat dalam perkawinan, harta
peninggalannya mencakup harta asal dan bagian dari harta bersama setelah kewajiban pewaris

diselesaikan.

Dalam sistem ini, harta yang tidak terbagi dialihkan penguasaannya kepada anak
tertua sebagai penerus kedudukan orang tua. Namun, kedudukan tersebut tidak hanya berisi
hak atas harta. Anak tertua juga memikul kewajiban untuk mengurus keluarga, menjaga harta
peninggalan, dan memelihara saudara-saudaranya sampai mereka mampu berdiri sendiri
(Sigit Sapto Nugroho, 2016, pp. 43—44). Karena itu, kedudukan anak laki-laki tertua dalam
sistem mayorat tidak tepat dimaknai sebagai kepemilikan pribadi mutlak, melainkan sebagai

penguasaan adat yang dibebani tanggung jawab sosial keluarga.

Ketegangan antara hukum waris adat dan hukum nasional dapat muncul ketika
hukum nasional lebih menekankan kepemilikan individual, sedangkan hukum waris adat
mengenal kepemilikan bersama atau pewarisan kolektif (Surjanti, 2025, pp. 135-130).
Pandangan ini penting untuk menjelaskan perbedaan antara harta pusaka komunal dan harta

warisan individual menurut Kompilasi Hukum Islam.

Berbeda halnya jika harta yang disebut harta pusaka ternyata telah menjadi milik
pribadi pewaris. Dalam keadaan ini, harta tersebut masuk sebagai harta peninggalan. Setelah
kewajiban pewaris diselesaikan, harta tersebut dapat menjadi harta warisan. Anak laki-laki
tertua tetap dapat menjadi ahli waris, tetapi bukan penerima tunggal. Status harta pusaka
karena itu tidak cukup ditentukan berdasarkan penyebutan adat. Penilaian harus melihat asal-
usul harta, fungsi harta, bentuk kepemilikan, dan hubungan harta dengan pewaris. Jika unsur
komunal lebih dominan, pengelolaan adat dapat dipertahankan. Jika unsur kepemilikan

pribadi lebih kuat, ketentuan KHI harus diterapkan.
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Kedudukan harta pusaka juga perlu dilihat dalam hubungannya dengan jabatan adat.
Dalam hukum waris adat, jabatan adat tidak hanya berisi kehormatan, tetapi juga memuat
hak dan kewajiban untuk menjaga tata tertib adat, mengatur kepentingan kerabat, dan
mengurus harta kekayaan adat. Karena itu, ketika anak laki-laki tertua bertindak sebagai
penyimbang, kedudukannya lebih tepat dipahami sebagai pemegang fungsi adat. Ia mengelola
harta pusaka untuk kepentingan keluarga besar, bukan untuk memperluas hak milik pribadi.
Nugroho menjelaskan bahwa pengurus warisan adat bertanggung jawab kepada musyawarah

kekerabatan dalam mengurus dan mengatur warisan adat (Sigit Sapto Nugroho, 2016, p. 58).

Dalam masyarakat patrilineal, harta pusaka pada umumnya berupa tanah, ladang,
sawah, atau rumah adat. Harta seperti ini tidak selalu dapat dimiliki secara perseorangan. Para
ahli waris hanya dapat memakai dan memanfaatkan hasilnya. Nugroho menegaskan bahwa
harta pusaka dalam masyarakat patrilineal diwarisi secara kolektif atau bersama-sama dan
tidak dapat dimiliki secara individual (Sigit Sapto Nugroho, 2016, pp. 60—61). Konsep ini
memperkuat batas antara penguasaan adat dan kepemilikan pribadi dalam sistem mayorat

laki-laki.

Penegasan tersebut penting karena praktik kewarisan Lampung Pepadun masih
menempatkan penyimbang sebagai pelaksana kewarisan adat. Humaira, Rahmi, dan Adhha
menemukan dalam penelitiannya bahwa masyarakat adat Lampung Pepadun masih menjaga
adat melalui struktur adat, upacara adat, dan kepatuhan terhadap ketentuan adat yang
dijalankan oleh para penyimbang (Humaira et al., 2021). Dalam praktik kewarisannya, anak
laki-laki tertua mengelola warisan sebagai pengganti ayah dan bertanggung jawab mengurus
keluarga, menjaga rumah, mengelola kebun atau sawah, serta mempertahankan kedudukan

keluarga dalam masyarakat adat.

Kajian terbaru juga menguatkan bahwa harta warisan dalam adat Lampung Pepadun
tidak hanya dipandang sebagai objek ekonomi. Thamrin dan Hasan menjelaskan bahwa
dalam masyarakat adat Buai Nunyai Lampung Pepadun, harta warisan dipahami sebagai
amanah sosial untuk menjaga keharmonisan, kesejahteraan, dan keberlanjutan nama baik
keluarga(Thamrin & Hasan, 2025). Pandangan ini sejalan dengan argumen bahwa harta
pusaka tidak dapat diperlakukan sama dengan harta pencaharian individual. Harta pusaka
berada dalam ranah identitas adat, sedangkan harta pencaharian berada dalam ranah

kepemilikan yang perlu diuji berdasarkan KHI.
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Oleh karena itu, KHI dapat berfungsi sebagai batas normatif terhadap perluasan
sistem mayorat laki-laki. KHI tidak harus dipahami sebagai penghapus adat, tetapi sebagai
alat untuk memastikan bahwa hak ahli waris tetap terlindungi. Sistem mayorat dapat diterima
sepanjang mengatur harta pusaka komunal dan tidak meniadakan hak pihak lain. Namun,
ketika suatu harta telah terbukti sebagai milik pribadi pewaris atau bagian pewaris dalam harta
bersama, maka harta tersebut harus masuk ke dalam mekanisme pembagian waris menurut
KHI. Pendekatan ini menjaga dua kepentingan sekaligus, yaitu pelestarian adat dan

perlindungan hak ahli waris.

Perbandingan Normatif

Sistem mayorat laki-laki masyarakat Lampung Pepadun dan Kompilasi Hukum Islam
memiliki dasar normatif yang berbeda. Sistem mayorat laki-laki bertumpu pada garis
keturunan patrilineal dan kedudukan adat. Anak laki-laki tertua ditempatkan sebagai
penyimbang karena dianggap mampu melanjutkan tanggung jawab keluarga, menjaga harta
pusaka, dan mempertahankan kedudukan adat. Kedudukan ini lahir dari struktur sosial

masyarakat adat yang menekankan keberlanjutan keluarga melalui garis laki-laki.

Kompilasi Hukum Islam menggunakan dasar yang berbeda. Kewarisan dalam KHI
ditentukan oleh hubungan darah, hubungan perkawinan, status ahli waris, dan keberadaan
harta warisan. Anak laki-laki tertua tidak mendapat kedudukan khusus hanya karena urutan
kelahiran. Ia tetap menjadi ahli waris apabila memenuhi syarat, tetapi tidak dapat
mengesampingkan hak ahli waris lain. Istri, anak perempuan, anak laki-laki lainnya, dan ahli

waris yang sah tetap memiliki hak sesuai ketentuan KHI.

Perbedaan lain terletak pada objek harta. Dalam sistem mayorat laki-laki, harta
keluarga sering dipahami dalam hubungannya dengan harta pusaka dan harta pencaharian.
Harta pusaka cenderung dipertahankan sebagai satu kesatuan karena memiliki fungsi adat,
sosial, dan simbolis. Sementara itu, KHI menempatkan harta warisan sebagai harta milik
pewaris setelah dikurangi hak pihak lain dan kewajiban pewaris. Artinya, tidak semua harta

yang ditinggalkan seseorang otomatis menjadi objek warisan.

Kedudukan pasangan dan anak perempuan menjadi titik penting dalam perbandingan
ini. Dalam sistem mayorat, perhatian utama lebih banyak diarahkan kepada anak laki-laki
tertua sebagai penerus adat. Dalam KHI, pasangan yang masih hidup memiliki hak atas

bagian harta bersama dan juga dapat menjadi ahli waris. Anak perempuan juga tetap memiliki
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hak waris. Dengan demikian, sistem mayorat tidak dapat diterapkan apabila akibatnya

menghilangkan hak istri, anak perempuan, atau ahli waris lain yang sah menurut KHI.

Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama tidak hanya terletak
pada perbedaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan, tetapi pada status objek harta
yang diwariskan. Sistem mayorat laki-laki masih dapat dipertahankan dalam pengelolaan harta
pusaka yang bersifat komunal. Namun, harta pencaharian yang menjadi milik pribadi pewaris
atau bagian pewaris dalam harta bersama harus mengikuti ketentuan kewarisan dalam
Kompilasi Hukum Islam. Dengan pemilahan tersebut, adat tetap dapat dijalankan tanpa
menghilangkan hak pasangan dan ahli waris lain. Harmonisasi antara hukum adat dan
Kompilasi Hukum Islam diperlukan agar sistem mayorat laki-laki tetap dapat dipertahankan
sebagal identitas adat, tetapi tidak menghilangkan prinsip perlindungan hak ahli waris dalam
hukum Islam(Alfarizi & Mahmudi, 2025).

Batas Penerapan Sistem Mayorat Laki-laki

Batas penerapan sistem mayorat laki-laki terletak pada status objek harta dan
perlindungan hak ahli waris. Anak laki-laki tertua sebagai penyimbang dapat mengelola harta
pusaka yang bersifat komunal karena harta tersebut berkaitan dengan fungsi adat, identitas
keluarga, dan tanggung jawab sosial. Namun, kewenangan tersebut tidak dapat diperluas

menjadi kepemilikan pribadi mutlak atas seluruh harta peninggalan.

Terhadap harta pencaharian, sistem mayorat laki-laki tidak dapat diterapkan secara
otomatis. Harta pencaharian harus diperiksa lebih dahulu sebagai harta pribadi pewaris atau
harta bersama. Jika harta tersebut merupakan harta bersama, bagian pasangan yang masih
hidup harus dipisahkan sebelum bagian pewaris dibagikan kepada ahli waris. Dengan
demikian, kedudukan penyimbang tidak boleh menghapus hak istri, anak perempuan, anak

laki-laki lain, atau ahli waris yang sah menurut Kompilasi Hukum Islam.

Batas pertama terletak pada status objek harta. Harta pusaka yang bersifat komunal
dapat tetap dikelola menurut adat karena harta tersebut memiliki fungsi genealogis, sosial,
dan simbolis bagi keluarga. Harta seperti ini tidak selalu menjadi milik pribadi pewaris.
Karena itu, harta pusaka komunal tidak dapat langsung diperlakukan sebagai harta warisan
individual menurut Kompilasi Hukum Islam. Dalam posisi ini, anak laki-laki tertua hanya

bertindak sebagai pengelola, bukan pemilik mutlak.
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Batas kedua terletak pada harta pencaharian. Sistem mayorat laki-laki tidak dapat
diterapkan secara otomatis terhadap harta pencaharian karena harta tersebut dapat memuat
hak pribadi pewaris, hak pasangan, dan hak ahli waris lain. Jika harta pencaharian terbukti
sebagai harta pribadi pewaris, maka harta tersebut dibagikan menurut KHI setelah kewajiban
pewaris diselesaikan. Jika harta tersebut merupakan harta bersama, maka bagian pasangan
yang hidup lebih lama harus dipisahkan terlebih dahulu (Hadaiyatullah et al., 2025). Dengan
demikian, kedudukan anak laki-laki tertua sebagai penyimbang tidak dapat menghapus hak

pasangan dan ahli waris yang sah.

Batas ketiga terletak pada perlindungan hak pasangan dan ahli waris lain. Kompilasi
Hukum Islam menempatkan istri, anak laki-laki, anak perempuan, dan ahli waris yang sah
sebagai pihak yang memiliki hak atas harta warisan. Karena itu, fungsi penyimbang tidak
boleh digunakan untuk menghapus hak mereka. Anak laki-laki tertua tetap dapat
menjalankan peran adat untuk menjaga harta pusaka dan mengurus kepentingan keluarga.
Namun, apabila ia menguasai harta pencaharian pewaris tanpa memisahkan bagian pasangan
dan tanpa membagikan hak ahli waris lain, maka praktik tersebut tidak sejalan dengan prinsip

kewarisan dalam KHI.

Dengan batas tersebut, sistem mayorat laki-laki masih dapat ditempatkan sebagai
bagian dari identitas adat masyarakat Lampung Pepadun. Namun, penerapannya harus
dibedakan secara tegas antara pengelolaan harta pusaka dan pembagian harta warisan. Harta
pusaka komunal dapat dikelola melalui mekanisme adat. Sebaliknya, harta pencaharian yang
menjadi milik pribadi pewaris atau bagian dari harta bersama harus tunduk pada ketentuan
Kompilasi Hukum Islam. Pemisahan ini penting agar pelestarian adat tidak menghilangkan
hak pasangan dan ahli waris lain. Pembatasan ini sejalan dengan kebutuhan harmonisasi
hukum waris Islam, hukum adat, dan hukum nasional agar praktik kewarisan memiliki

kepastian hukum serta tetap melindungi hak para ahli waris (Salas et al., 2025).

Implikasi penelitian ini dapat dilihat pada tiga aspek. Secara teoretis, penelitian ini
memperkuat pentingnya pembedaan status objek harta dalam kajian kewarisan adat dan
hukum Islam. Pembahasan waris tidak cukup dimulai dari siapa ahli warisnya, tetapi harus
diawali dari penentuan harta mana yang benar-benar menjadi milik pewaris. Secara praktis,
hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi keluarga adat, tokoh adat, dan pihak yang
menyelesaikan sengketa waris untuk memisahkan harta pusaka komunal, harta pribadi, dan

harta bersama sebelum pembagian warisan dilakukan. Secara normatif, penelitian ini
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menegaskan bahwa sistem mayorat laki-laki dapat dipertahankan sebagai identitas adat, tetapi
penerapannya harus dibatasi agar tidak bertentangan dengan perlindungan hak pasangan dan

ahli waris menurut Kompilasi Hukum Islam.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa status harta menjadi titik utama dalam menilai
penerapan sistem mayorat laki-laki masyarakat Lampung Pepadun berdasarkan Kompilasi
Hukum Islam. Harta pusaka yang bersifat komunal dapat tetap dikelola oleh anak laki-laki
tertua sebagai penyimbang karena harta tersebut melekat pada fungsi adat, identitas keluarga,
dan tanggung jawab sosial. Namun, pengelolaan tersebut tidak dapat dimaknai sebagai
kepemilikan pribadi mutlak. Berbeda dengan harta pusaka komunal, harta pencaharian harus
diperiksa terlebih dahulu status hukumnya. Jika harta tersebut merupakan harta pribadi
pewaris, maka dapat menjadi harta warisan setelah kewajiban pewaris diselesaikan. Jika harta
tersebut termasuk harta bersama, maka bagian pasangan yang hidup lebih lama harus

dipisahkan sebelum bagian pewaris dibagikan kepada ahli waris.

Kontribusi penelitian ini terletak pada penegasan bahwa pembahasan kewarisan adat
tidak cukup dimulai dari kedudukan ahli waris, tetapi harus diawali dari penentuan status
objek harta. Dengan pemilahan tersebut, sistem mayorat laki-laki tetap dapat dipertahankan
sebagai identitas adat, tetapi penerapannya harus dibatasi agar tidak menghilangkan hak
pasangan dan ahli waris menurut Kompilasi Hukum Islam. Penelitian selanjutnya perlu
menggunakan pendekatan sosiolegal pada beberapa wilayah atau marga LLampung Pepadun
untuk melihat variasi praktik kewarisan adat. Kajian lanjutan juga dapat menelaah putusan
pengadilan terkait sengketa waris adat dan harta bersama agar pemetaan status harta dalam

penelitian ini dapat diuji dalam praktik penyelesaian perkara.
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